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ABSTRAK

Inspekioral Daerzh selaku auditor infemmal Pemenndah Daerah membarizan pengawasan dan pemernksazn
terhadap Laporan Kewangan Pemerintah Daerah, agar Laporan Keuangan Femerintah Daerah dapat
dizajikan secara wajar sesual dengan slandar akuntansi vang berlaky umum Penzlitian yang dilakukan di
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisic Selatan in, berujuan unfuk mengefabui bagaimana pemanfaatan
Laporan Keyangan Pemerintah Daerah oleh Inspekloral Daerah Kabupalen Pesist Selatan. Responden dan
peneliliar yang difakukan ini adalah Inspektur, Sekretaris inspektorat, Inspekiur-inspekiur Pembantu, Kepala-
kepala Seksi, Kepala-kepals Sub Bagian, dan Staf Inspektorat Dasrah Kabupaten Pesisir Selatan
Peranyaan mendzlam digjukan kepada seliap responden, dimulal dan pomabaman lerhadap Laporan
Keuangan Pemenntah Daerzh secara umum sampai kepada pemanfaatannya.

Hasil penelitizn in menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selztan sebagai bagian dar
pengguna Laporan Keuangan Pemenntah aerah, sudah menggunakan seluruh komponen Laposan
Keuangan Femerntzh Daerah datam melakukan bndak lanjut edhadap pongawasan dan pemenksaan,
Marun Inspekiorat Daerah Kabupaten Pesisir Sefatan belum memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah secara oplimal, dalam pelaksanaan tindak lanjul terhadap pengawasan dan pemeriksaan fersebut,
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BAB SATU

PENDAHULUAN

[.] LATAR BELAKANG
Pemberian kewenangan daerah (otonemi) kepada Kabupaten dan Kota menunn
Undang-Undang Nomor 22 Fabun 1999, didasarkan pada asas desentralisasi talam
wujul olenomi yang luas. nvata dan bertangeune jawal, Pemberizn otonomi ini
dimaksudkan sebagai perwujudan pertangounujawaban dart konsekuensi pemberan
hak dan kewenangan kepada dacrah dalam mencapai wijuan pemberian otanomi
Pemberian otonomu dapal berupa peningkatan  pelavanan  dan kesejahteraan
masyarakal vang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan
pemerataan serta pemehharaan hubungan vang serasi antara pusat dan daerab dalam
rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiz

Dralam ctenomi daergh, perencanazn stiategis merupakan peran vang sanga
vital vang harus dilakekan oleh pimpinan daeral untuk mengelola dan memajukan
daerah yang dipimpineya, karena i sanafah akan terlibat densan jelas peran
Pemenintah Derah dalam mengkoordinasitan semua unit kerjanva. Sebagaimana
dijelaskan dalam pasal 156 avat | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan deerah, Untuk
dalah perlu kecakapan yane tinggi bagi pimpinan daerah agar pengelolaan rerutama
viokast kevangan deerah dilakukan secara etekeif dan efisien guna mencapal twjuan

pembangunan daerah.



Untuk mengimplementasikan pengelolaan keoangan daerah, permerintah telah
mengeluarkan aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2005, tentang Pengelolaan Kevangan Daerah. Sebagan tindak lanjut Peraturan
Pemenntah Momor 58 tahun 2003 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan
peratuzan vang tertuang dalam Permendagri Nomaor 13 Tahun 2000, tentange Pedoman
Pengelolzan Keuanzan Daevah, dan terakhir telah divevisi denygan Permendazi Nomor
5 Tahun 2007, Perzuran i khusus mengatur mengenai pidoman penzelolaan
Kewangan daerah yang baru vang sesuai dengan arzh reforimast tata kelola keuansan
nezara/daerah

Menurut Halim (2004), dewasa ini perkembangan akuntans: sektor publik,
khususnva di Indonesia semakin pesat seiring densan adanva era bhanu dalam
pelaksanaan otonomi daerab dan desentralisasi fiskal Implikasi otenomi daerah
terhadap akuntansi sekter publik adalah babwa dalam rangka pelaksansan ctonomi
daerah, Pemermtah Daerab dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan
wepada publik, Dewan Perwakilan Rakyar Daerab (DPRD) dan berbagai pihak vang
menjadi pemangku kepentingan dsfakeholder) Pemerintah Dacrah

Laporan  Keuzngan Pemermtah  Daersh merupakan  pertangoungjawaban
Pemwerintah Dacrah kepada DPRD dan masyarakat luas mengenai inlecritas keuangan
san ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang  keuangan nesara.
Menurur Mardiasmo  (2002), akuntabilitas kewangan  daerah  adatab kewajiban
‘emermtah Daerah untuk memberikan pertangeungjawaban, menvajikan, melaporkan,
—2n mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang rerkan dengan penerimaan
220 penggunaan vang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk

—emunta perlanggungiawaban tersebut, yvakni DPRD dan masvarakat luas.
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BAB LIMA

PENUTUP

51 KESIMPULAN

Di akhir penelitisn vang telah penulis Takukan terhadap pemanfaatan [ aporan
Kevangan Pemerintah Dacrsh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
diperoleh kesimpulan dari analisis vang telah dilakukan, bahwa pemantaalan Laporan
Kevangan Pemerimah Daerah sehagar daszar penpambil keputusim ckonomi, tidak
pernzh dilakokan oleh Inspekiorat Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan sampai sast ini.
Akan tetapi Laporan Keuangan Pemerintab Diacrah digunakan sebagai alal untuk reviy
sehelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebul diaudit oleh BPK. agar
Laporan Keuangan Pemeriniah Dacrah dapat disajikan secara wajar sesuai denpan
Standar Akuntansi Pemerintaban yang berlaku,

Setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit olel BPK, Inspekiorat
Daerah kemudian menggunakan Laporan Keuangan Pemerimah Dacrah sebapai bahan
untuk melakukan tindak lanjul terhadap  pengawasan dan pemeriksaan. Dalam
melakukan tindak lanjut pengawasan dun pemeriksaon ind, Inspektorat Dacrah
Kabupaten Pesisiv Selatan hanya meliha isi Laparan Hasil Pemeriksaan vyang
ditakukan oleh BPK. tanpa memahami kembali isi dari Laporan Kevangan Pemerintah
Uaerah yang dibuat oleh DPKD sclaku entitas pelaporan.

13 samping itu, mimimnya fenaga akontansi o Inspektoral Daerah Kabuopaten
Sesisir Selatan, membuat pemantaalan Laporan Kevangan Pemerintab Dacrah belum

~umal. Sehingga Laporan Kevangan Pemerintzh Daerah manya dijadikan sebagai
- wumen pendukeng dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebapai aparat pengawas

~ Z=tonal Pemeriniah Dagrah.
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